BAB |11
FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG KIBLAT
A. Sgarah Majdis Ulama Indonesia (MUI) Dan Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majeliggymenghimpun para
ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukenak dan
langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam meww@ndita-cita bersama. Majelis
Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 139bertepatan dengan tanggal 26
Juli 1975 M. di Jakarta, sebagai hasil dari per@amatau musyawarah para ulama,
cendekiawan danu’amayang datang dari berbagai penjuru tanaf air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulamagyarewakili 26 Propinsi
di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan ureurodnas-ormas Islam tingkat
pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam,tiP&-Washliyah, Math’laul
Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-lttihadiyyah, 4 orgrulama dari Dinas Rohani
Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokommdekiawan yang merupakan
tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah keastgralkuntuk membentuk
wadah tempat bermusyawarahnya para ulaznégma dan cendekiawan muslim,

yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA MUKang ditandatangani

! Majelis Ulama IndonesiaHimpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesidakarta: Majelis
Ulama indonesia, Edisi Ketiga, 2010, him. V.
2 www.mui.or.id/Profil MUI.html. diakses pada sela81 Desember 2013 pukul 21.15 WIB.
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oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian wigélosyawarah Nasional
Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsioiresia tengah berada
pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahumdekar di mana energi bangsa
telah banyak terserap dalam perjuangan politikrkplok dan kurang peduli terhadap
masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa medaahepewaris tugas-
tugas para NabiWaratsatul Anbiya Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif
dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, Seymmng pernah dilakukan
oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjud@gaerdekaan. Di sisi lain
umat Islam Indonesia menghadapi tantangan globad) y@angat berat. Kemajuan
sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan bétes dan moral, serta budaya
global yang didominasi barat, serta pendewaan ldszen dan pendewaan hawa
nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitag/anakat serta meremehkan peran
agama dalam kehidupan umat manusia.

Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam krkut serta mewujudkan
masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, r@hagerta jasmaniah yang
diridhai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan R&pulndonesia yang
berdasarkan Pancasila. Sampai sekarang tentu baayaglah dilakukan baik yang
berkaitan dengan nasihat dan fatwa mengenai masdafgamaan dan

kemasyarakatan maupun yang berkaitan dengan upayagBatan kualitas umat
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dalam bidang dakwah, ukhuwah, tarbiyah, ekonomi kiesejahteraan. Demikian
pula fatwa-fatwa di bidang ilmu pengetahdan.

Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pegwen akhir-akhir ini
telah merambah seluruh aspek bidang kehidupank &@g membawa berbagai
kehidupan dan kebahagiaan melainkan juga dapatnmbetkan sejumlah perilaku
dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persgalag beberapa waktu lalu
tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayamg kini hal itu menjadi
kenyataarf.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Irelartalam alam pikiran
keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungam alan aspirasi politik, sering
mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadbesupertentangan di
kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoism®rpok ananiyat
hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUlakim dirasakan
kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpima Islam yang bersifat
kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, detmiciptanya persatuan dan
kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagdah musyawarah

para ulamazu’amadan cendekiawan muslim berusaha untuk memberiiahbitgan

% Majelis Ulama Indonesiap. cit.,him. V.

* Majelis Ulama Indonesiddimpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesitip.: Bagian Proyek
Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jainddimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003, him.
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dan tuntunan kepada umat Islam serta menjadi pengayagi seluruh muslim
Indonesia, oleh karena itu sebagai lembaga yanggoaérkompeten bagi pemecahan
dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan semantiasa timbul dan
dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepertgeaih baik dari masyarakat
maupun pemerintah.

Selain itu, sewajarnya MUI juga meningkatkan kegiabagi terwujudnya
ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragatalmm memantapkan
persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi pemghabtara ulama dan umara
(pemerintah) dan penterjemah timbal balik antaraatumian pemerintah guna
mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkamdga serta kerjasama antar
organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan musliaiam memberikan bimbingan
dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islangan mengadakan
konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam  khitah  pengabdian  Majelis  Ulama  Indonesia ahtel
dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para N@fargtsatul Anbiy

2. Sebagai pemberi fatw(ift)

3. Sebagai pembimbing dan pelayan unkRitv@yat wa khadim al-ummgah
4. Sebagai gerakashlah wa al-Tajdid

5. Sebagai penegamar ma’rifdannahi munkar

® Majelis Ulama Indonesiap. cit.,him. 2.
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Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalagtiebapa kali kongres
atau musyawarah nasional, dan mengalami beberdppekgantian Ketua Umum,
dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghoz&lH. Hasan Basri, Prof. KH.
Ali Yafie, KH. M. Sahal Mahfudh dan kini Prof. DiH. M. Din Syamsuddifi.

Adapun Komisi fatwa merupakan salah satu komisigyada di Majelis
Ulama Indonesia. Secara lengkap, komisi ini bern&uomisi Fatwa dan Hukum
Majelis Ulama Indonesia. Komisi ini lahir pada tgaf 26 Juli 1975, bersamaan
dengan lahirnya MUI. Komisi ini termasuk salah s&momisi yang mendapat
perhatian khusus karena masyarakat sangat memerihdgsehat keagamaan dari
ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan olemauan ilmu pengetahuan,
teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masggraBangsa dan negara
Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius.

Pada periode awal, tahun 1975 sampai dengan ta@8h, komisi fatwa
dipimpin oleh ketuanya KH. Syukri Ghozali. Kemudiagjak tahun 1981 sampai
dengan tahun 2000 dipimpin oleh ketuanya Prof. Kiahim Hosen, LLM., dan
sejak saat itu sampai sekarang dipimpin oleh kgwdtH. Ma’ruf Amin. Nama
komisi fatwa dan hukum dipakai untuk menyebutkammisd yang menangani

persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, menaiémbahas, dan

6 .
Ibid.
" Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (8d€nsiklopedi Hukum Islamilid 1,
Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet. ke-1, 198m. 963.
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merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masaahlah keagamaan dan
kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengarapgoman di Indonesfa.

Keberadaan Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulamdofresia dipandang
sangat penting, karena Komisi ini diharapkan dapamjawab segala permasalahan
hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin lels\pyang dihadapi oleh
umat Islam Indonesia. Tugas yang diempat Komidinyanemberikan fatwaifa’),
bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan sktiap orang, melainkan
pekerjaan sulit yang mengandung resiko berat yanglakk akan
dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. hal ini gmegat tujuan pekerjaan
tesebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada maEsta yang akan
mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena daakléh mengherankan jika
hampir seluruhKitab Ushdl Figh membicarakan masalaiftd’ dan menetapkan
sejumlah prisadab (kode etik), dan persyaratan sangat ketat dart lyareg harus
dipegang teguh oleh setiap orang yang akan menalefgiwa’

Komisi fatwa pada dasarnya bisa menetapkan empatamaproduk
keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepadayarakat atau kepada
pemerintah atau kepada keduanya. Keempat produkai&n (1) Fatwa, yaitu
keputusan Komisi yang menyangkut masalah agaman Igémng perlu dilaksanakan
baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepgari pembangunan bangsa,

(2) Nasehat, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kganakatan yang

8 .
Ibid.
° Majelis Ulama Indonesiagp. cit, him. vii.
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diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah desyanakat, (3Anjuran, yaitu
keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasytarak dalam rangka
mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebémgift melaksanakannya, karena
hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang ,bdaar (4) Seruan, yaitu
keputusan komisi yang menyangkut masalah untuk tilaksanakan atau sebaiknya
tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyardkat.

Semua bentuk keputusan komisi ini disampaikan kedaewan Pimpinan
MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusadl.MKomisi fatwa sebagai
lembaga pemberi fatwa tentu terikat secara keleadragleh ketentuan-ketentuan
baik menyangkut mekanisme maupun pedoman-pedomanMaka dalam
melaksanakan aktifitas fatwa, komisi fatwa teriddath :

1. Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesiia, keputusan Majelis
Ulama Indonesia No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pemdab Pedoman
Tatacara Penetapan Fatwa berdasarkan keputusag gielagurus paripurna
Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 4018 Januari 1986
M. dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan Rafjedis Ulama
Indonesia.

2. Mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoaegiaitu keputusan
Majelis Ulama Indonesia No. U-634/MUI/X/1997 tergaMekanisme Kerja

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

10 Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (8dsp. cit, him. 963-964.
1 Majelis Ulama Indonesiap. cit, him. 1-12.
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3. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 AROGO0 M. tentang
Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Uladummesia yang
menyempurnakan kedua keputusan Dewan Pimpinan iMajglama
Indonesia di atas.

Oleh karena itu, dalam setiap keputusan atau pesretatwa Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia selalu mengacu kepada Padatan Prosedur Penetapan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut.

B. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa M ajelis Ulama Indonesia

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdas@rkdewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 d¢aal 2 Oktober 1997
(penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputudangSPengurus Paripurna
Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 8480./18 Januari 1986 M.)
dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasakiitanya Majelis Ulama Indonesia
perlu segera mengeluarkan pedoman baru dan memadaip sempurna, serta
transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, idéamspemberian jawaban
masalah keagamaah.

Pada dasarnya penetapan Fatwa didasarkan padaas;@unnah (hadis),
ljma’, dan Qiyas serta dalil-dalil yang Mu’tabarerfetapan fatwa dilakukan secara
kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komiaiwa. Dan penetapannya

bersifat responsif, Proaktif, dan antisipatif.

2 Majelis Ulama IndonesiaHimpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesidakarta : Majelis
Ulama Indonesia, 2010, Hal. 853-856. Lihat JugadiitajUlama Indonesiallimpunan Fatwa MUI
Sejak 1975Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, him. 937-940.
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1. Metode penetapan fatwa
Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau leb@huiu pendapat para
imam madzhab tentang masalah yang akan difatwadesebut, secara seksama
berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelagktmnnya @l-Ahk&m al-Qath’iyyah
hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalaalahasng terjadi khilafiyah
di kalangan madzhab, maka:
a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penditikaemu di antara
pendapat-pendapat madzhab melalui me&bdam’u wa al-Taufigdan
b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dkak, penetapan fatwa
didasarkan pada hasdrjih melalui metodenugaranah al-Madzéahidengan
menggunakan kaidah-kaidalshdl Figh Muqgaran
Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukanufiy kalangan
madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada f@#sd jama’i (kolektif) melalui
metode bayani, ta’lili (giyasi, istihsani, ilhaqdi istishlahi dan sadd al-dzari'ah
Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikansled@@n umumnfashalih
‘ammal) danmagashid al-syari'att*
2. Prosedur rapat
Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yamglahnya dianggap

cukup memadai oleh pimpinan rapat. Dalam hal-hatenéu, rapat dapat

13 Majelis Ulama Indonesiap. cit.,him. 853.
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menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengaalamayang akan dibahas.
Rapat diadakan jika ada:
a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yarg @évan Pimpinan
dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lendrggaisasi sosial, atau
MUI sendiri.
c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagaamgamyncul akibat
perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetatamteknologi.

Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua KomitgEisapersetujuan Ketua
Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakiki®taris Komisi. Jika Ketua dan
Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpieh salah seorang anggota
komisi yang disetujui. Selama proses rapat, Seaksetdan/atau Wakil Sekretaris
Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggatssi untuk dijadikan Risalah
Rapat dan bahan fatwa komisi. Setelah melakukarb@lkasan secara mendalam dan
komprehenship serta memperhatikan pendapat danapgad yang berkembang,
rapat menetapkan fatwa. Keputusan Komisi sesegermragkin dilaporkan kepada
Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masgaratau pihak-pihak yang
bersangkutan.

3. Format fatwa
Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudaihadip oleh

masyarakat luas. Fatwa memuat:
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a. Judul dan nomor fatwa,
b. Konsideran yang terdiri atas:
1) menimbang, memuat latar belakang, alasan, urgenstapan fatwa,
2) mengingat, memuat dasar-dasar hukakAdillat al-Ahkam), dan
3) memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, gegnpara ulama,
pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukengtapan fatwa.
c. Diktum, memuat:
1) substansi hukum yang difatwakan, dan
2) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandaniyp
d. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupntarig fatwa.
e. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.
Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kiomi
4. Kewenangan dan wilayah fatwa
MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalahtatagkeagamaan
secara umum, terutama masalah hukfigh) dan masalah agidah yang menyangkut
kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam IndonédUl berwenang
menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagayaagnmenyangkut umat
Islam Indonesia secara nasional atau masalah-rhakalgamaan di suatu daerah
yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Terhadealah yang telah ada fatwa
MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhakaksanakannya. Jika karena
faktor-faktor tertentu fatwa MUl sebagaimana dimakgidak dapat dilaksanakan,

MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeddabeteerkonsultasi dengan
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MUI. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah bervang menetapkan fatwa.
Khusus mengenai masalah-masalah yang sangeykil dan sensitif, sebelum
menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebihutlaimelakukan konsulasi
dengan MUI.

Fatwa dilingkungan MUl maupun MUl Daerah yang beetkan pada
pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dalaat 8eptusan ini mempunyai
kedudukan sederajat dan tidak saling membatalk&g. térjadi perbedaan antara
Fatwa MUI dan Fatwa MUI Daerah mengenai masalaly ysma, perlu diadakan
pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mepeagelesaian yang paling
baik. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kepaugi akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Dewan Pimpinan. Surat Keputusan inidber sejak tanggal ditetapkan;
dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapaelkeian dalam Surat Keputusan
ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. ProsesPenetapan Fatwa MUl Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat

Salah satu fatwa yang telah melalui proses penetbpedasarkan ketentuan
Komisi Fatwa adalah fatwa yang terkait kiblat. FatMUl Nomor 03 Tahun 2010
yang menyatakan bahwa kiblat untuk wilayah hukudohesia adalah menghadap ke
arah Barat, sebagai konsekuensi dari pergeserampefegn Bumi. MUl juga
menegaskan bahwa pergeseran tersebut tidak mempkngeah kiblat. Untuk itu,
umat Islam tidak perlu bingung dengan arah kiblpalagi mengubah bahkan

membongkar masjid atau mushalla agar mengarahoka ki
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Namun Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 mendapat resianprotes dari
kalangan masyarakat, khusunya golongan Syafi'i yaegilai bahwa fatwa tersebut
tidak tepat karena seharusnya arah kiblat menghleel&arat Laut berdasarkan letak
Indonesia. Fatwa tersebut masih salah karena metkgebletak geografis Indonesia
berada di bagian Timur Makkah sehingga arah kiblahghadap ke arah Barat.
Padahal berdasarkan hasil penelitian dari ilmukfadan astronomi, arah yang
ditentukan oleh MUI justru menghadap ke Afrika, Sdim Selatan, Kenya dan
Tanzania. Menurut kajian ilmu ini, arah Indonegiak persis di Timur Makkal,

Selanjutnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonestelah menimbang: a).
bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada mkaydentang arah kiblat,
Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor @Bul 2010 tentang arah
kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor seldlitkan: “Letak geografis
Indonesia yang berada di bagian Timur Kakbah/Makkatka kiblat umat Islam
Indonesia adalah menghadap ke arah Barat”; b). daleshadap diktum fatwa
tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yangrbesambulkan kesimpangsiuran
penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsaham watey arah kiblatnya
menghadap ke Barat Laut; c). bahwa oleh karen&Kimisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tergeatyg kiblat untuk dijadikan

pedoman bagi masyarakat.

% http://www.mui.or.idMUI-ralat-Fatwa-arah-kiblat-salat Pada 02 Juli 2013, Pukul 20.55
WIB.
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Maka ditetapkanlah fatwa baru yang merupakan révikan menghapus tapi sebagai
penjelasan dari Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 dergatwa MUI Nomor 05 Tahun
2010 tentang arah kiblat yakni dengan diktuimertama tentang ketentuan hukum, dalam
ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: (1)aKibhgi orang yang salat dan dapat
melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakaml Kakbabh. (2) Kiblat bagi
orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbalahdarah Kakbahijibatul Kakbal). (3)
Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap katBaut dengan posisi bervariasi sesuai
dengan letak kawasan masing-masikg@dua MUI merekomendasikan agar bangunan
masjid/mushalla yang tidak tepat arah kiblatnyarlupalitata ulang shafnya tanpa
membongkar bangunannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris Komisi FaMajelis Ulama
Indonesia Asrorun Ni‘am Secara umum penetapan fatiMddak menghapus fatwa
sebelumnya. Fatwa ini ditetapkan dalam perspektéan arah mata andihKarena
letak geografis Indonesia yang berada di bagianufikakbah/Makkah agak ke
Selatan, maka kiblat umat Islam Indonesia adalahgimedap ke arah Barat agak ke
Utara, sesuai dengan letak kawasan masing-masedgnDperspektif delapan arah
mata angin, posisi arah Barat serong ke Utaraistebdt Barat Laut’ Jadi tidak ada

subtansi yang terlalu berbeda, Sabda Nabi Saw.

15 Lihat Majelis Ulama Indonesigdimpunan Fatwa MUI Sejak 1975akarta : Penerbit
Erlangga, 2011, him. 260-261., Lihat Majelis Ulanmaonesia,Himpunan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Fatwa Terbaru 201Gentang Kiblat, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, him. 7.,
Ephemeris Hisab Rukyat 2013akarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan PeaarinSyariah
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian AgaRha2012, him. 398.

16 Delapan arah mata angin adalah Utara, Timur, &el&arat, Tenggara, Barat Daya, Barat
Laut, Timur Laut.

1 Wawancara dengan Asrorun Ni'am Sekretaris KoméivMe MUI melalui email pada 12
Februari 2013. Sebagaimana juga dijelaskan yandabarkan hasil wawancara kepada Ghozalie
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Artinya: Dari 'Atho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi sédersabda : "Kakbah adalah
kiblat bagi orang yang salat di Masjidil Haram, ddasjidil Haram adalah
kiblat bagi penduduk yang tinggal di Tanah Haramakkhh), dan Tanah

Haram (Makkah) ada kiblat bagi penduduk bumi diutinya dan di baratnya
dari umatku". (HR. Baihaqi)

Hadis di atas dinyatakadhoif dari para ulama dari sisi sanadnya, namun
dilihat dari matannya, hadis ini termasuk haslmhih Ke-dhoifan sebuah hadis
tidak harus mutlak ditinggalkan bila isi matanrst@ahih sehingga bukan ke arah
Barat sebagaimana yang telah disebutkan dalam &belumnya yaitu melihat letak
Indonesia yang berada di Timur Makkah .

Oleh karena itu, al-Quran, Sunnah (hadis) dan Jgiekwa kiblat umat Islam
Indonesia menghadap ke arah Barat Laut bukan aeaht Bxarena bertentangan
dengan Iptek. Bila dilihat dari segi iptek, sebawyar ada 3 kiblat bagi bangsa
Indonesia bila menghadap ke arah Barat, yaitu sebaerikut: Pertama, untuk
daerah di Indonesia yang berada pada lintang Utaa&a akan menghadap daerah
Somalia.Kedua, bagi daerah yang berada pada garis O std derajat LS, akan
menghadap ke Kenya dan Kamer#®tiga, bagi daerah yang berada pada lintang
selatan 2 s/d 6 derajat menghadap ke Tanzania. Jika dijadjledoman, maka

untuk daerah Jakarta akan melenceng sebesar 2608bkm Sehingga yang benar

Masroeri, Anggota Komisi Fatwa MUl dan Ketua Lajrigdlakiyah PBNU, pada 13 Maret 2014, jam
09.15 WIB.

18 |mam Baihagias-Sunan Al-KubraJuz 2, Bairut : Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1994im.
16.

19 Berdasarkan hasil wawancara kepada Ghozalie Masfarygota Komisi Fatwa MUI dan
Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, pada 13 Maret 201, (89.15 WIB.



64

adalah menghadap ke arah Barat Laut dengan pasigariasi sesuai dengan titik
koordinat masing-masing (kawasan masing-masthg).

Menurut Hasanuddin Sekretaris Komisi Fatwa MUI, ghimlya hanya
menyempurnakan fatwa mengenai arah kiblat yanglwaibga diniali multitafsir.
Karena sebelumnya menghadap ke arah Barat namua fatsebut dianggap tidak
tepat menurut golongan Syafi'i yang benar adalateBeaut?* Dengan hal inilah
Komisi Fatwa MUI memberikan panduan hukum agarkmotra tidak berlanjut dan
kesalahpahaman masyarakat tidak berlarut, maktaplt@n Fatwa MUl Nomor 05
Tahun 2010 tentang arah kiblat yaitu dengan merubeda diktum yang ke-3
sebagaimana yang disebutkan di atas. Disepakatibaigan adanya fatwa baru
dengan redaksi fatwa yang juga disepakati dalamit nggng dilaksanakan pada 1 Juli
2010 tersebut.

Dalam rapat penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2@lMcul beberapa
pemikiran, gagasan, dan argumentasi. Khususnyaanangrgensi penetapan fatwa.
Ada beberapa alternatif yang diusulkan, di antaagmgmberian penjelasan terhadap
fatwa, melalui naskah akademis yang merupakan Isytaa fatwa sebelumnya yang
banyak memunculkan gejolak di masyarakat serta meatantang menggugat Fatwa

MUI Nomor 03 Tahun 2010. Sehingga masalah terséapat terjawab. Setelah itu

20 (th;
Ibid.
2l Sebagaimana diterbitkan olékompas.com Jum’at 16-7-2010., Lihat Tim penyusun
Muhajirin  Yanis, et. al.,Kalibrasi Arah Kiblat masjid Se-Provinsi Gorontaldantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, 2012, him. 33
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kemudian dilaksanakan lagi sidang untuk meninjawdatersebut. sidang telah
dilakukan sebanyak 4 k&f.

Secara prinsip proses penetapan Fatwa MUI bers$agbnsive, proaktif, dan
antisipatif. Masalah bisa berasal dari pertanyaasyarakat, lembaga pemerintahan,
MUI sendiri, atau atas dasar perkembangan dan temasalah-masalah keagamaan
yang muncul akibat perubahan di masyarakat dan jkamalmu pengatahuan,
teknologi, dan serf®

Seperti halnya dalam penetapan fatwa MUI tentarigakiberasal dari
pertanyaan masyarakat, pertanyaan disampaikannbal&ui lisan maupun tulisan.
yang menanyakan mengenai masalah kiblat seiringaterbeberapa isu tentang
adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjgialla di Indonesia,
berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukideagan menggunakan metode
ukur sateli*

Pemahaman yang dikedepankan oleh Komisi Fatwa Mildnd menetapkan
Fatwa tentang kiblat ini sebenarnya, jika dipahaetara utuh maka tidak akan
menimbulkan masalah fatwa MUI tentang kiblat. Secékih, perintah untuk
menghadap kiblat itu apakah menghadap arah Kakjdzdh) atau fisik Kakbah
(‘ain). Dalam hal ini MUI memahami adanya realitas pddam dikalangan fukaha,

dan itu bisa dilakukan dari konsideransi fatwa. NapMUI melakukan tarjih dengan

22 Berdasarkan hasil wawancara kepada Ghozalie Masfsegota Komisi Fatwa MUI dan
Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, pada 13 Maret 201, (89.15 WIB.

% Wawancara dengan Asrorun Ni'am Sekretaris Komagive MUI melalui email pada 12
Februari 2013.

# |bid.



66

menetapkan bahwa kiblat bagi orang yang salat daatd meliahat Kakbah adalah
menghadap ke bangunan Kakbainul Kakbah. Sedangkan bagi orang yang salat
dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakjidil Kakbal).

Dalam penetapan fatwa, MUI telah memiliki standaik aspek prosedural
maupun proses kajian, termasuk metodelogi penetaylesnmnya. Dengan demikian,
prosedur penetapan termasuk penggunaan metodadogigy biasa saja tidak ada
yang istimewa dalam metodologi penetapannya. Darbisa dilihat utuh dalam
konsideransi fatwa sampai diktum fatwanya. Komiatwa melakukan telaah nash
yang terkait, ada deskripsi pandangan ulama saafjenai masalah ini, dan terakhir
dilakukan diskusi untuk penetapan hukum. Ada upyam’u wa al-taufigdalam
proses penetapan fatwa. Namun, dalam hal mengeaiai(dah) atau fisik (ain)
komisi fatwa melakukan tarjih. Dalam kajian akademenis ijtihadnya dalam fatwa
mengenai kiblat ini tergolongtihad intiga’i, memilih pendapat yang dinilai lebih
dekat kepada kemaslahatan yang nyata dalam mevaujup&rlindungan terhadap
agamalfifzh al-din.?

D. Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUl Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat
Dalam menetapkan Fatwa maka Majelis Ulama Indonestmdasarkan
dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Kitabullahjeteekan tentang masalah yang

berhubungan dengan penetapan Fatwa MUI 05 tahuht2@iang Kiblat yaitd®

% Wawancara dengan Asrorun Ni'am Sekretaris Komagive MUI melalui email pada 12
Februari 2013.

% Majelis Ulama Indonesiddimpunan Fatwa MUI Sejak 1973akarta : Penerbit Erlangga,
2011, him. 252-260.
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1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqgarah, 144:

Ox AERyea SHOH O = S[sX 12X Te: (JOXYAN
ANeOx e 0 erve @ URNxEE o 2 0726 BNOOOWwe S
NERY%WeO <<Miedsw 5§ BV wRDIAOes Hied d@mg 0
NP OBR+ MW e NOFEXNCORONWa I $OLIXA
B Uowelew ShesCGAEn 78R 1 <2900 €O
xR LA Lo I OHROGD B CE€EMIBEIX A JE2ERLAORYRO
¢A<cOREY >0+ SHOPIQES W I B0 =0ONL
2 du) JENVRNB=0 [[0E OFE+Swa I €O%x00
EVEBE D ¢QODHRON D4 o OO mnnd ACISNE + a3
Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu megedah ke langit, maka
sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yamgnik sukai.
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. danm@ina saja kamu
berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesghingg orang-orang
(Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (TaurandInjil) memang
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram italah benar dari
Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dapaayang mereka
kerjakan"?’
2. Firman Allah SWT Al-Bagarah 149:

N@ERY%yeO SNielw- 86 $We40RE <2400 I €0
B QBRI Gwa I NOFXOORONWa - OLIXIA
2N du) AEQRH<E00 10 OR«wcHw O€OXIROEO
GV AP ¢QADHROY D+ = o OOOR mnd) OISRV +75 03
Artinya: "Dan dari mana saja kamu keluar (dataiMpka palingkanlah wajahmu ke
arah Masjidil Haram, Sesungguhnya ketentuan itabbanar sesuatu yang
hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak leng#ari apa yang kamu

kerjakan"?®

3. Firman Allah SWT Al-Baqgarah 150:

ANEE%W3yeO SN Jele 86 $E40RE <240R0 I 2 €0
g Qrx ¢80+ de  QPOFEXCORONWwa - $OLIXIA
B -Uow el Ches A 2R 2N <00 ed
¢0O7E60 ‘XY w»w OE€EmIBIXIA ALSZALARY RO
&PEN LA Lo de oRO NOOXRKO J272EOREH N SO0 OxEHN W@
A2 200449008 o[X]ec A2 & B E B -A<CORH ¢
VR AR (DI7es 2K 20 k@ @0 (7ANERANL A San X du
ERXNED )00 AL HED 0 @0 A<=780OREH ¢
Artinya: "Dan dari mana saja kamu (keluar), Makdingkanlah wajahmu ke arah
Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) atber Maka

%7 Kementerian Agama RBl-Qur'an al-Karim dan TerjemahnyaBandung : Sygma 2010,
him. 22.
% Kementerian Agama Rap. cit, him. 23.
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palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak adglinlgagi manusia atas
kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara neerékaka janganlah
kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ka)(sdan agar Ku-
sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mpanpatunjuk'?®

4. Firman Allah SWT Al-Baqgarah 115:
=l POHOSSON Y I-@O0 AADEK® § v O30y eI * 40
* Forde €OLYOO 2 B-U0w@UDd = o HOWCr®Ofe
AN BHONHEN AAGNROOO A Lo I - HRD
Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan bardflaka kemanapun kamu
menghadap di situlah wajah Allah. SesungguhnyahAllaha Luas (rahmat-
Nya) lagi Maha Mengetahut®.

5. Firman Allah SWT al-Hajj 78:

DMWY, Vs Ao GNY OFAQ * Lo de ONx BH-OECONDLORY €0
wADPAY o Le0 JEAENeeTPYak 0222 [
g 7eeBRO {INE PxCQLO0OWadk ORx AHAEONEHEN
L Ju [ Fel BHONL2CHOIGRO JLAEORHOLD ¢4 A HE
RudZesd TNE 6xvVOONESCOCON W I REAEWOOR®
RID€ER" B Wa 3 ¢ A7E e 0N W HFXIOORL 7N dm

BXAE€E07E <60 A OREH N FOQOONVNX A
g L O OCwe S 7] L AN ¢/ 3-HNo0O&> *

BXUD =070 mOFURHODWwWa - BHXFOCO0N AT
* Lo N BH-ODECOQO®IER -0 BOFAOXIEOO W S
FORFIARON W - HEXDYGww B SHAE W wIOeE €02
IS €00 OO wa i Ew=2 e0
Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah den jihad yang
sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan Diaalsk&li tidak
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesemgitartilah) agama
orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kasalalian orang-orang
Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-&Vrini, supaya Rasul itu
menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semugadiesaksi atas
segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanimkat dan
berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Belgmu, Maka Dialah
Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolotig".

6. Hadis Nabi Saw.:

29 Kementerian Agama Rap. cit, him. 23.
30 Kementerian Agama Rap. cit, him. 18.
31 Kementerian Agama Rap. cit, him. 341.
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Artinya: Dari 'Atho, ia berkata : aku mendengar ubi#bbas berkata : setelah
Rasulullah SAW masuk ke Kakbah beliau berdo'a patiap sudutnya dan
beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau &eliakbah. Setelah beliau
keluar Kakbah, beliau lalu salat dua raka'at diapad Kakbah. Rasulullah
SAW lalu bersabda : "inilah kiblat". (HR Imam Bukhdan Imam Muslim)

7. Hadis Nabi Saw.:

B (o olyyy 2755 Az i~ riﬂju;w\uxp—gj\ J6 A g Jo
Artinya: Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW béda : "Menghadaplah kiblat,
kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Im&ukhari)

8. Hadis Nabi Saw.:

J).’,»)’SLJLZ.Z?T(;_Q;L&-ZL%L;%C.‘AT& Vol ¢ 2D Ll J6 sak 1 e s o A a8 GG 32
oB ) saatg &0 el iend el dieg OF 0 365 Al o 5T 38 - T e i T -
34 P T

(S olyyy alZdl ) 1)t

Artinya: Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari tu Umar berkata : ketika orang-
orang sedang salat shubuh di Masjid Quba, tiba-tihtang seseorang
berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerimahywadan
diperintahkan untuk menghadap Kakbah. Mereka lakengubah arah
(salat), yang ketika itu menghadap ke arah SyanituBslagdis), ke arah
kiblat (Masjidil Haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi Saw.:
e D o - Jitsg G s Sl B e 2 (o - 5t o 02 G e f et 22
— oy ale A Lo - D ol 08 e il es B, L el 16 sl - g

1 E0E A 2 el Gy I el s B il g (e 1 BB fal ) 52 Gy

32 Imam Bukhori,Shohih al-Bukharihadis : 398, Juz 1, Bairut : Dar al-Kutub al-‘lingah,
1992, him. 130., lihat Imam Muslinghohth Muslimhadis : 1330, Juz 2, Bairut : Dar al-Kutub al-
‘llmiyyah, 1992, him. 968.

33 Jmam Bukhori,op. cit, him. 130.

34 lmam Bukhori,op. cit.,hadis : 403, him. 132.
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Artinya: Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqgburi dari Abuwikhirah ra. bahwa ada seorang
laki-laki masuk ke masjid kemudian ia salat dant smaada Rasulullah
sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah@®ang itu mendatangi
Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lahjawab : "Wa'alaika
al-Salam, kembalilah/ulangilah salatmu karena sgguimnya kamu belum
shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi salatny@an kembali
mendatangi Rasul serta memberi salam kepada bdlasul menjawab
salam dan berkata : "ulangi kembali salatmu karesmm@au belum salat”.
Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan sajaing kedua atau
sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah” Rad&alu menjawab :
"Apabila engkau akan menunaikan salat maka semkamnieh wudhu,
menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratulam), kemudian bacalah
apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Quran, taku'lah dengan
thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, laludwengan thuma'ninah,
lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengam#éiinah, kemudian
bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakulkesgperti itu pada
setiap salat kamu". (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi Saw.:
36 . R U R PSR N P I T
(el olgy) a3 uj;u..“j ‘_;{,w\ SabJe —(’,.L»j ale dl Lo —Lgd\ o e 2 A Gl e

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Saw. ladxda : "Arah antara Timur dan
Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)

11. Hadis Nabi Saw.:
oY a8 ey s ) 8 alE e JB - e g ade B o B - 0T ey e sllee e

37 . : . P+ &) 4l -
(e o) 3 or Wlaey )l 3 o)1 JoY a3 oy o

Artinya: Dari 'Atho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi sédearsabda : "Kakbah adalah
kiblat bagi orang yang salat di Masjidil Haram, ddasjidil Haram adalah

% Jmam Bukhori,op. cit.,hadis : 6667, him. 289.

3¢ Imam at-Turmudzial-Jami’ ash-Shohih Sunan at-Turm(diiz 2, Bairut : Dar al-Kutub
al-‘llmiyyah, tt., him. 171.

3" lmam Baihagipp. cit, him. 16.
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kiblat bagi penduduk yang tinggal di Tanah HaramaKk&h), dan Tanah
Haram (Makkah) ada kiblat bagi penduduk bumi diutinya dan di baratnya
dari umatku". (HR. Baihaqi)

Selain itu Komisi Fatwa juga mempehatikan pendpeatdapat ulama yang

berkaitan dengan Kiblat.
12. Pendapat Imam 'Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalditab Badai' Shanai'

fi Tartib al-Syarai'
Ol J) 6 e £ 56 O 06 4 e O 3 Jikny B 56 08 3 ) L2 Y Jeath O
e G 08 Y Sl ol e S8 G ol e 16 a0 sias g g 08
Koyl a0 S o el b2 et 05 ) JW 8 BT G st ) ke
Q1 aad e 4 e e s 2e 0 B8 hY A5 S e ) ) I g 5 { Bk
G 5515 a0 65 b sy ¢ e )Y Gl D oyl e Cledd s ¢ ks

A s e 6 5 g s

"Sesungguhnya bagi orang yang salat tidak bolelokglepas, apakah ia mampu
atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mammaka wajib baginya

menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya @&hf maka ia harus

menghadap kepada ‘ainul Kakbah atau kepada arah a@ah kiblat. Jika ia tidak

menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkabagaimana firman Allah
"...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah muk&earahnya...". Dan dalam
keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke '#akbah maka wajib

dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihatkkah) maka wajib menghadap
ke arah Kakbah (jihatul Kakbah) ...."

13. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitddmi' al-Ahkam al-Qur'an
GlSS Y (Cns gag 1l ol JB L J9VL JB e egiad gl of ) Jldned S 5 e il
Ll by ‘;S.A\ o :J;E!\ :4;.-5 P! C:’L”aj‘ shy gl JB . e A e Y U

P e o (AU Eisg ) el et G1gas 058 e i 0T 3w el o 1w

% Jmam 'Ala al-Din al-Kasani al-HanafBadai' Shanai' fi Tartib al-SyaraiJilid 1, Juz 1,
Bairut : Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, tt., him. 118.
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"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si gh{afang yang salat dan tidak
dapat melihat Kakbah) untuk menghadap tepat ke tnaag Kakbah (‘ainul Kakbah)
atau ke arah Kakbah (jihatul Kakbah) ? sebagianpesdapat pertama (yaitu,
menghadap 'ainul Kakbah). Berkata lbnu 'Arabi (W3 3) : pendapat ini adalah
lemah karena membebani orang yang tidak dapat sédsigan menghadap tepat
'ainul Kakbah. Sebagian lain berpendapat cukup rhadgp arah Kakbah (jihatul
Kakbah). Pendapat terakhir inilah yang benar, demg@ga alasan : (1) Bahwa hal
inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuahftgdembebanan hukum). (2)
bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh al-Qur'dalam ayatJ st <lea s 3wl Jal
al,all (Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Mas;jidil harapakni belahan bumi di
timur dan baratsa s> 5l 5158 » ki (Palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) bahwa para
ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengai gang panjang, yang sangat
lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepabdgunan Kakbah (‘ainul
Kakbah)."

14. Pendapat Imam al-Syirazi dalam ki@bMuhadzdzab
S oY akdh b @ a8 e LWL OST0B VA Cpm 8 O 0B @l Sl e e 5 S Ll
ol o] aaf ALl o and on OY Canll Blo] w2 U1 3 JB OY5E a3y Dol 3 LIS ags O
OY skl Gl 3o s W opall 5a 24 OIS 58 &Y 2gdl ga o OF gl alis Lo sl S
40 .
o o B o e
"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apaporaka dilihat maslahatnya. Jika
ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda apetunjuk kiblat, maka
meskipun ia tida dapat melihat Kakbah, ia tetapusaberijtihad untuk mengetahui
kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuimgalalui keberadaan Matahari,
Bulan, Gunung, dan Angin, karena Allah SWT berfirma
J2p 0 L2 XOCWwWa e R<=4O =l =6 OCROONEH¢ NGO
&V D Q00T &OO

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan)aml dengan bintang-bintang
itulah mereka mendapat petunjuk”. (QS An-Nahl:*16)

39 Imam al-Qurtubi,al-Jami’ li Ahkam al-Qur'an Jilid 1, Juz 2, Bairut : Dar al-Kutub al-
‘llmiyyah, 1993, him. 108.

0 Imam al-Syirazial-Muhadzdzab fi Figh al-lmam asy-Syafiiyz 1, Bairut : Dar al-Kutub
al-‘limiyyah, 1995, him. 130.

“1 Kementerian Agama Rap. cit, him. 296.
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Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam meneatuletak Kakbah) seperti orang
yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajyag ada dua pendapat.
Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: “Yanmggjib dalam berkiblat adalah
menghadap secara tepat ke bangunan Kakbah. Kareragg/ang diwajibkan untuk
menghadap kibalt, ia wajib menghadap ke bangunakbKh, seperti halnya orang
Mekkah.” Sedangkan teks yang jelas yang dikutigh dleam al-Muzanni (murid
Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan Hvea yang wajib adalah
menghadap ke arah Kakbah (jihat al-Kakbah). Kareseandainya yang wajib itu
adalah menghadap kepada bangunan Kakbah secaka fimka salat jamaah yang
shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antaeeeka terdapat orang yang
menghadap ke arah di luar dari bangunan Kakbah.”

15. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali :

e e e 1 By el aly) il ally Gl o W = e e 0 o - 1 B U
Sor Jaxt o fsbll Caall ol 89Lo oo U pall Bilo) 2, O I w28 Lagie Lo e O o8l
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"Dan bagi kita adalah sabda Nabi saw : "Arah antdi@ur dan barat adalah kiblat"
(HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapaidstadi adalah hasan shahih.
Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kikéatna jika yang diwajibkan
adalah menghadap tepat ke bangunan Kakbah (‘airakbkh) maka tidaklah sah
salat orang dengan shaf yang panjang".

Makalah Drs. KH. A. Ghazalie Masroeri tentarigrah Qiblat dari
Indonesia” dan “Posisi Arah Barat Indonesia’”dalam Rapat Komisi Fatwa MUI
tanggal 1 Juli 2010, Pandangan dan pendapat rapaiskK Fatwa MUI pada hari

Senin tanggal 1 Februari 2010 dan 1 Juli 2010.

“2 lbnu Qudamahal-Mughni wa asy-Syarh al-Kibduz 2, Bairut : Dar al-Kutub al-‘Arabi, tt.,
him. 458.



